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PENDAHULUAMN

A, Lartar Belakang Masalah

Saksi termasuk saksi pelapor adalah salah satu plhak yang memiliki peranan
penting dalam sistem peradilan pidana, Asas-asas hukum yang berlaku amiversed
dalam negara yang berdasarkan rale of law, diantaranya adalah eguality before ihe
fenw wang menghendaki perlakuan vang sama bagi semua orang di depan hukum.
Perlindungan szksi dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13 Konvensi PBB
(Convention Againts and Any Othier [nfumon and Degrading Punishment, tahun
1588) Konvensi vang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan ataw Penghukuman
Lain vang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabar Manusia, Pasal
tersebur menvatakan: “langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa
orang vang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau
intimidasi sebagai akibal dari pengaduannya atau setiap kesaksian vang mereka
berikan™.'

Dalam  praktek penanganan penyidikan  tindak  pidana korupst  vang
merupakan exirg ordinary crime, saksi pelapor seringkall mengalami tekanan
tunrutan halik atas laporannya tersebul serta terancam dan terintimidast baik hak
maupun jiwanya, Salah satu faktor pemicu keengganan saksi dalam memberikan
kesaksian kepada aparat penegak hukum dikarenakan perassan Kh awatir atau takut

terhadap ancaman baik fisik macpun psikis dari pihak-pihak lertentu rerhadap

' Shinta Agustina. 2003, Makalzh dalam seminar Menuju Undang-Undang Perlindungsin
Saksi Yang [deal. Padang
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dirinya maupun keselamatan keluargenva, Situasi ini kerap terjadi. schingen
banvak kasus korupsi yang tidak terungkap dan berujung pada peradilan sesat
akibat lidak adanya sakst vang dapat mendukung tugas penegak hukum.

Indonesia telah melahirkan beberapa perundang-undanpan vang meamberikan
perfindungan hukum lerhadap saksi. Eetentuan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana (Kital Undang-undang Hukum Acara
Pidana) vanz sclanjutnya disingkat dengan KUHARP lebih memperlakukan saksi
hanya sebatas bagian dart alat bukti dan karena itu belum member: perhatian
terhadap saksi sebagal pthak yvang perlu dan harus dilindungi dalam memberikan
kesaksian. Pasal 41 ayal (1) Undosg-undang Nomor 31 Tahun 1999 (yvang telah
divbah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Kormpsi vanp sslanjutnve disingkat denpan UTUPTPE telah
memberikan perlindungan hukum dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
masvarakat untuk berperan seri: dalam upaya pencegahan dan pemberantzsan
tindak pidara korupsi yang merugikan kevangan negara. Dalam prakicknya.
aparat penegak hukum Kurang tepas dan semus dalam membenkan perlindungan
hukum bagi para pelapor. Hadimya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Sakst dan Rerban vang selanjutnya disingkat dengan
UTIPSE diharapkan dapat menjadi ketentuan yang memayungi (wmbrella act) dan
memperkuat ketentuan yvang ada dalam Pasal 41 ayvat (2) UUPTPK tersebut.

Melihat realita vang ada pada saat ini dalam kehidupan masvarakat banyak
saksl yang pada awaloya melaporkan tentang adanya dugasn kerupsi akhimya

menjadi tersangka bahkan terpidana karena laporannya. Selama tahun 2001-2006,



sedikitnya terdapat 22 kasus dimana saksi pelapor perkarn korupsi telah
dikriminalisasi karena dizdukan pencemaran nama baik atau pencurian dokumen.”
Diantaranva adalab Romo Frans Amanue vang membongkar dan melaporkan
korupsi di Eabupaten Fleres Timur namun justru diadili. Endin  Wabyudin
melaporkan adanyva dugaan suap kepada 3 (tiga) orang hakim agung dalam suatu
kasus sengketa tanzh yang dimintakan upava bukum kasasi malah dipidana
dengan (uduhan pencemaran nama baik dan Arifin Wardivanto karvawan PT.
TELKOM vang menjadi terpidana karena membongkar pungutan Har i
Jogjakarta. Mereka dilsporkan melakukan pencemaran pama baik justru oleh
orang vang diduega melakukan kerupsi, diproses di Kepolisian, Kejaksaan dan
Pengadilan hingga akhimya menjadi i{::‘p.*[u:]:].nﬂ.3 Para penegak bukwm lebih
tanggap pada penyelesaiasn pencemaran nama baik yvang merupakan delik aduan.
Sedangkan tindak pidana korupst vang merupakan delik khusus vang mestinya
didahulukan malah diabaikan.

Berdasarkan kondist tersebut, penegakan bukum  ataupun penyvelesaian
berbapal tindak kejahatan tidak beralan dengan maksimal. Pencarian kcbenaran
vang seharusnya ditopang dengan kesaksian yvang memadai tidak dapat tercapai.
Demikian halnya dengan Forum Pedueli Sumatera Barat (FPSB) yang melaporkan
kasus korupsi 43 orang anggota Dewan Perwzkilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 1999-2004 dalam penggunazn Anggaran

Pandapatan dan Belanja Daerah {APBD) Tahun 2002, Akibat kelemahan aturan

* o rwnews ansikorupsi argsaksikasus pencemaran nama baik hitmi. Dinkses tanaal 15
Januars 2007

© Koolist Perlindungan Saksi, 2003, Epksi Fang Débusgbam. Jakara: [ndooesian
Corupticn Watch, hal 3



hukum tentang perlindungan saksl, pada awalnve ada pemikiran  untuk
menyembunyikan identitas para anggots FPSB vang menjadi pelapor. Dalam,
pertimbangan untuk memudahkan konfirmasi terhadap perkembangan laporan,
identitas sengaja dipublikasikan secara Juas,®

Dari kasus terscbut di atas, membuktikan hahwa aparst pencgak hukum
belum optimal memberkan perlindungan hukum vang semestinva dilerikan
kepada saksi dalam semua tshap proses peradilan pidana dalam lingkungan
peradilan, Dengan demikian tyjuan dan dibentuknya ULPSK vaitu memberikan
rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proscs
peradilan pidana dapat tercapal.

Seliap saksi mempunyvai hak perlindungan atas keamanan pribadi dari
ancaman  fisik maupun psikologis das orang lain yang berkenaan dengan
keterangan yang akan, sedang atau telah diberikannya atas svatu perkara pidana,
sepertt yange diatur dalam Pasal 5 UUPSK. Dengan melihat adanya perundang-
undangan wvang memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi sekaligus
memberikan perlindungan hukuem bagi saksi. sudah sepatumyva dan selavakaya
akan tercipta silunsi dan kondisi vang kondusif demi terselenggaranva hak-hak
saksl sehingga saksi tidak mengalami penyiksaan lahir macpun batin, serta tidak
terntimidast kembali.

Berhasil ataue tidzknya pemberantasan tindak pidana korupst salah satunya
ditentukan cleh keberadaan perlindungan saksi. Saksi dan perlindungan saksi

adzlah duz instrumen yang sangal penting, Tanpa saksi sulit memulai proses

= Saldi Fspa, 20035, Kata FPengantar Membomgtar Korwpsi Minws Perfindurpon Sokss
{Saisi Yoy Difumgtem), Takarta; Indonesian Corruption Watch, hal, 2
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hukum tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum terhadap saksi diberikan
dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan. Mengingat
sebagian besar kasus-kasus ancaman kepada saksi vang tenadi adalah kasus-kasus
pidana, (leh sebab it aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan sebagai
penyidik, harus membenkan perlindungan hukum kepada saksi yang relah
melaporkan tentang adanys dugaan kerupst yang diterimanya.

Salab sate alasan mengapa pentingnya diberikan perlindungan  hukom
terhadap saksi pelapor agar semakin mempercepat pemberantasan korapsi yang
selama ini sulit dilakukan karena minimnya bukti, Keberanian para saksi untuk
mengunokap adanya dugaan korupsi hams mendapat apresiasi darl aparat penegak
hukum.

Berdasarkan vraan diatas penulis tertank untuk meneliti bal tersebut untuk
mengangkanya  dalam  bentuk  karya tulis berupa  skripsi dengan  judul
“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
PELAPOR DALAM PENYIDMKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI

KEJAKSAAN NEGERI PADANG™

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian tersebut diztzs maka vang menjadi masalah pokok
dalam penelitian int adalah ;

. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum tehadap saksi pelapor

dalam penyidikan tindak pidana korupsi Di Kejaksaan Negen Padang,



BAR IV

PENUTLUP

A, Kesimpulan

Dart vratan pada Bab IIT & alas dan sejalan dengan masalah yang ditelits,

maka dapat i kemukakan kesimpulan sebapgai berilout @

L

[

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam hal ini
individa dan LSM, oleh Kejaksaan Negen Padang sudah menunjukkan
mekanisme vang baik sepert! tidak mencantumkan identitas saksi pelapor
dalam berkas perkara dan perlindugan keamanan bagi saksi pelapor sams
harus memberkan keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 41 avat (2) UUPTPE. Pemberian
perlindungan hukum terhadap saksi pelapor aleh penyidik jaksa diberikan
atas dasar wewenangnya dalam menjalankan lugasoyva sebagai penyvidik
sehagaimana discbutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAF, penyvidix
berwenang dalam meperima laporan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana, Narmun pihak Kejaksaan Neged Padang dalam memberikan
perlindungan hukum tethadap saksi pelaper bersifat represif, artinya
perlindungan  diberikan kepada saksi pelapor setelah terjadinya atau
adanya ancaman fisik dan mentsl serta permohonan atau permintain dan
saksi pelapor tersebut,

Kendala yang dibadapi penyidik di Kejaksaan MNegeri Padang dalam

memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor adalah ketiadaan

7a
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weknis atau tata cara dalam pemberian perlindungan saksi pelapor pada
tindzk pidana kenspsi, Hal ini dikarenakan belum di bentuknya peraturan
pemerintah ataw pelaksana pada UTPSK, minimnya anggaran dalam
pelaksanaan perlindungan saksi. serta didukung dengan keterbatasan

Fasilitas,

L]
'

Upava wvang dilakukan uvntuk mengatast kendala dalam  pelaksanaam
perlindungan hukvem tethadap saksi pelapor dalam penyidikan tindak
pidana korupsi adalah mengenai belum dibentuknya Peraturan Pemerintah
(PP) pada ULPSK ataupun peraturan mengenai teknis atau tata cars dalam
permherian  perlindungan saksi pelapor pada tndak pidana Korupsi,
Kejaksaan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap saks1 pelapor
dengan mempedomani ketenfuan  vang sudah ada diantaranya yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana Korupsi
ataupun vang terdapat dalam KUHAP, penyidik jaksa lebih profesional
dalam memberikan  perlindungan bukum  terhadap  sakst  pelapor,
melakukan pembabasan lebib lanjut mengenai anggaran/biava-biaya yang
minim, mengadakan kerjasama atau koordinasi terpadu dengan aparat
pencpak hukum lainnya dalam hal pemberian fasilitas dan keamanan bag;
saksi pelapor selama proses penyelidikan hingga persidangan berlangsung,
. Saran

1. Agpar segera dibenluk implementory regulation atau peraturan pelaksana

pada UUPSK dan petunjuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis
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(juknis) agar pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap saksi
pelapor dapat berjalan dengan baik,

Diburhkan  komitmen semua  pihak  untuk  dapat  melaksanakan
perlindungan saksi sesuai dengan tujuannya sehingea dibarapkan peradilan
pidana dapat herjalan sesuai prinsip duwe process af faw, schingea peradilan
mencapai  keadilan substantif bukan hanya keadilan yang bersifat

prosedural.
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